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OPERASI MONETER
(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/12/PBl/2016,
tanggal 10 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
GUBERNUR BANK INDONESIA, Nemor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3844};
Menimbang : MEMUTUSKAN:

a. bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia
yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai = Menetapkan :
Rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melak- PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI
sanakan kebijakan moneter; MONETER.

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan

moneter, Bank Indonesia melakukan pengenda- BAB |
lian moneter antara lain melalui pelaksanaan op- KETENTUAN UMUM
erasi moneter; Pasal 1
¢. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang di-

pelaksanaan operasi moneter perlu didukung den- | maksud dengan:
gan ketersediaan informasi terkait pasar keuan- 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud

gan; dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana perbankan, yang melakukan kegiatan usaha se- '
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, cara konvensional.
perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia 2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan
tentang Operasi Moneter; moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pen-

gelolaan maneter melalui OPT dan keridor suku

Mengingat : bunga (Standing Facilities).

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ten- 3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya dising-
tang Bank Indonesia {Lembaran Negara Re- kat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang
publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tam- dan pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah be- rangka Operasi Moneter.
berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 4. Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan selanjutnya disebut Standing Facilities adalah ke-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un- giatan penyediaan dana Rupiah (lending facility)
dang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peruba- dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempa-
han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tan dana Rupiah (deposit facility) oleh Bank di
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik = 5. Absorpsi Likuiditas adalah pengurangan likuiditas
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan di pasar uang Rupiah melalui kegiatan Operasi
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Moneter.

4962); 6. Injeksi Likuiditas adalah penambahan likuiditas di

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang pasar uang Rupiah melalui kegiatan Operasi Mon-
Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar {Lem- ater.
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Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya dis-

ingkat SBI adalah surat berharga dalam mata

uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indone-
sia sebagai pengakuan utang berjangka waktu
pendek.

Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjut-
nya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam
mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka
waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya
antar-Bank. :
Surat Berharga Negara yang selanjutnya dising-
kat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat
Berharga Syariah Negara.

Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat
SUN adalah surat berharga yang berupa surat
pengakuan utang dalam mata uang Rupiah mau-
pun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga
dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia
sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana
dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur
mengenai Surat Utang Negara.

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjut-
nya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk
Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan
prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan ter-
hadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah
maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
Surat Berharga Syariah Negara.

Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight
yvang selanjutnya disebut Suku Bunga PUAB O/N
adalah suku bunga transaksi pinjam meminjam
uang dalam mata uang Rupiah antar-Bank yang
berjangka waktu 1 (satu) hari {overnight).

BAB li
TUJUAN OPERASI MONETER

Pasal 2
Operasi Moneter bertujuan untuk mendukung
pencapaian stabilitas moneter.
Dalam rangka mencapai stabilitas moneter, Op-
grasi Moneter diarahkan -untuk mengendalikan
Suku Bunga PUAB O/N dan menjaga stabilitas ni-
lai tukar,
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(3} Suku Bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dikendalikan agar bergerak di seki-
tar suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

(4} Nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijaga agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tu-
kar fundamental. i

() Suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebagaima-
na dimaksud pada ayat (3} adalah Bank Indonesia
7-day Reverse Repo Rate (Bl 7-day Repo Rate).

Pasal 3
Operasi Moneter dilaksanakan di pasar uang
dan pasar valuta asing secara terintegrasi.

Pasal 4

{1} Untuk mengendalikan Suku Bunga PUAB O/N
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
dilakukan pengelolaan likuiditas di pasar uahg
Rupiah dengan cara Absorpsi Likuiditas dan/atau
Injeksi Likuiditas.

{2) Untuk menjaga stabilitas nilai tukar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan inter-
vensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta
asing.

BAB I}
PELAKSANAAN OPERASI MONETER
Bagian Kesatu
Bentuk Operasi Moneter

Pasal b
Operasi Moneter dilakukan dengan:
a. OPT; dan
b. Standing Facilities.

Bagian Kedua
Operasi Pasar Terbuka
Pasal 6
Kegiatan OPT meliputi:
a. penerbitan SBI dan SDBI;
b. transaksi repurchase agreement (repo) dan re-
verse repo surat berharga;
¢. transaksi pembelian dan penjualan surat berharga
secara outright;
d. penempatan berjangka (term deposit) di Bank In-
donesia dalam Rupiah;
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penempatan berjangka (term deposit} di Bank In-
donesia dalam valuta asing;

jual beli valuta asing terhadap Rupiah; dan
transaksi lainnya baik di pasar uang Rupiah mau-
pun valuta asing.

Pasal 7
OPT dapat dilaksanakan setiap hari kerja.
Pelaksanaan OPT dilakukan melalui mekanisme
lelang dan/atau nonlelang.

Pasal 8

Penempatan berjangka {term deposit) sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf
¢ dapat dicairkan oleh peserta Operasi Moneter
sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan
memenuhi persyaratan tertentu.

Penempatan berjangka (term deposit} dalam
valuta' asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf e dapat dialihkan oleh peserta Operasi
Moneter menjadi transaksi swap jual valuta asing

terhadap Rupiah Bank Indonesia.

Pasal 9

Penempatan berjangka (term deposit) dalam

valuta asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf e dapat menjadi pengurang po-

sisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib

dipelihara peserta Operasi Moneter pada akhir
hari kerja.

Nilai penempatan berjangka

dalam valuta asing yang meanjadi pengurang

posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang teren-
dah dari:

a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan
pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebe-
lum’ dikurangi dengan penempatan berjangka
{term deposit) dalam valuta asing;

b. nilai penempatan berjangka (term deposit)
dalam valuta asing; atau

¢. 5% (lima persen) dari modal peserta Operasi

(term deposit)

Moneter.
Peserta Operasi Moneter wajib melaporkan se-
cara harian posisi devisa neto secara keseluruhan

pada akhir hari kerja setelah mémperhitungkan
penempatan berjangka (term deposit} dalam valu-
ta asing sebagai pengurang.

(4) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak me-
nyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat, (3) maka penempatan berjangka (term de-
posit) dalam valuta asing tidak diperhitungkan se-
bagai pengurang posisi devisa neto.

Pasal 10
Dalam kegiatan OPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b, Bank Indonesia dapat menggu-
nakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan
Bank Indonesia,

Bagian Ketiga
Standing Facilities
Pasal 11
(1) Standing Facilities meliputi:
" a. penyediaan dana Rupiah {lending facility); dan
b. penempatan dana Rupiah (deposit facility).
(2} Standing Facilities memiliki jangka waktu 1 (satu}
hari kerja. 2

Pasal 12
(1) Standing Facilities sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada
setiap hari kerja.
{2) Pelaksanaan Standing Facilities dilakukan melalui
mekanisme nonlelang.

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Operasi Moneter diatur dalam Surat Edaran Bank In-

donesia.
BAB IV
SERTIFIKAT BANK INDONESIA DAN SERTIFIKAT
DEPOSITO
BANK INDONESIA
Pasal 14

(1) SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memiliki
karakteristik sebagai berikut:

a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bu-

lan dan paling lama 12 {dua belas) bulan yang
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(2)

(1)

{2)

(3)

(4)

(5)

(1)

dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung
sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen
sampai dengan tanggal jatuh waktu;
b. diterbitkan diperdagangkan
sistem diskonto;
c. diterbitkan tanpa warkat {scripless); dan

dan dengan

d. dapat dipindahtangankan (negotiable}.
SDBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memi-
liki karakteristik sebagai berikut:

a. berjangka waktu paling singkat 1 {satu) hari
dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang
dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung
sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen
sampai dengan tanggal jatuh waktu;

b. diterbitkan
sistem diskonto;

dan diperdagangkan dengan
diterbitkan tanpa warkat (scripless);

hanya dapat dimiliki oleh Bank; dan

ED o i

dapat dipindahtangankan (negotiable) hanya
antarBank.

Pasal 15
Bank Indonesia menatausahakan SBI dan SDBI
dalam suatu sistem penatausahaan secara
elektronis (book entry registry) di Bank Indo-
nesia.
Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup sistem penyelesaian transaksi dan
pencatatan kepemilikan SBIl dan SDBI.
Sistem pencatatan kepemilikan SBI dan SDBI
sebagaimana dimaksud pada'ayat (2} dilakukan
tanpa warkat (scripless).
Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk
mendukung penatausahaan SBl dan SDBI seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal pihak iain yang ditunjuk untuk mendu-
kung penatausahaan SBI dan SDBI| sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi
persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/
atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank In-
donesia mencabut penunjukan yang telah ditetap-
kan.

Pasal 16
Dalam jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI,

(2)

(3)

(1

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI
yang dimilikinya dengan pihak lain.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak berlaku untuk transaksi SBI yang di-
lakukan peserta Operasi Moneter dengan Bank
indonesia.

Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung pe-
natausahaan SBl sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (4}, wajib menatausahakan SBI mi-
lik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17
Bank dilarang melakukan transaksi SDBI dengan
pihak selain Bank.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk transaksi SDBI yang dilaku-
kan Bank dengan Bank Indonesia.
Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung pena-
tausahaan SDBI| sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat {4), wajib menatausahakan SDBI
milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Lembaga perantara wajib melakukan transaksi
SDBI atas nama nasabahnya dengan memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal SDBI dimiliki oleh pihak selain Bank,
Bank Indonesia melunasi SDBI dimaksud sebelum
jatuh waktu {early redemption) tanpa persetujuan
pemilik SDBI.

Pasal 18
Bank Indonesia melunasi SBI dan SDBI pada saat
jatuh waktu sebesar nilai nominal,
Bank Indonesia dapat melunasi SBl dan SDBI se-
belum jatuh waktu dengan persetujuan pemilik
S8l dan SDBI.

Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai SBI dan SDBI

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V
PESERTA OPERASI MONETER DAN-
LEMBAGA PERANTARA
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Pasal 20
Peserta Operasi Moneter terdiri atas:
a. peserta OPT, vaitu Bank dan/atau pihak lain

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

b. peserta Standing Facilities, yaitu Bank.
Peserta OPT dapat mengikuti OPT secara lang-
sung dan/atau tidak langsung melalui lembaga
perantara.
Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT
yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan
transaksi Operasi Moneter.
Peserta Standing Facilities hanya dapat mengikuti
Standing Facilities secara langsung.
Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi
peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara.

Pasal 21
Peserta Operasi Maoneter dan lembaga peran-
tara bertanggung jawab atas kebenaran data
penawaran transaksi yang diajukan.
Peserta Operasi Moneter dan lembaga peran-
tara yang telah mengajukan penawaran tran-
saksi dilarang membatalkan penawaran trans-
aksinya.
Peserta Operasi Moneter dan lembaga peran-
tara harus memenuhi tata cara pengajuan
penawaran transaksi dan persyaratan dalam
transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan
Bank Indonesia.
Dalam hal peserta Operasi Moneter dan lembaga
perantara tidak memenuhi tata cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penawaran transaksi
yang telah diajukan ditolak dan/atau tidak dipros-
es oleh Bank Indonesia.

Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta Op-

erasi Moneter dan lembaga perantara diatur dalam

Surat Edaran Bank Indonesia.

1 BAB VI

PENYELESAIAN TRANSAKSI OPERASI MONETER

(1}

Pasal 23
Peserta Operasi Moneter harus memiliki:

(2}

{3)

(4)

(5)

a. rekening giro Rupiah di Bank Indonesia; dan

b. rekening giro valuta asing di Bank Indonesia
dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti
transaksi OPT di pasar valuta asing.

Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening

surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di lem-

baga kustodian yang ditetapkan oleh Bank Indo-
nesia.

Peserta Operasi Moneter yang mengikuti keg-

iatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana

yang cukup di rekening giro Rupiah di Bank In-

donesia dan/atau surat berharga yang cukup di

rekening surat berharga di Bank Indonesia atau

di lembaga kustodian untuk penyelesaian ke-

wajiban pembayaran pada tanggal penyelesaian

transaksi.

Peserta Operasi Moneter yang mengikuti trans-

aksi OPT di pasar valuta asing wajib menyediakan

dana yang cukup di rekening giro Rupiah di Bank

Indonesia atau melakukan transfer dana dalam

valuta asing yang cukup ke rekening Bank Indo-

nesia di bank koresponden untuk penyelesaian
transaksi.

Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak me-

menuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat {3), transaksi Operasi Moneter yang ber-
sangkutan dinyatakan batal.

Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak me-

menuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat {4) maka transaksi Operasi Moneter yang
bersangkutan:

a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempa-
tan berjangka (term deposit) dalam valuta as-
ing;

b. tetap wajib diselesaikan setelah tanggal pe-
nyelesaian transaksi, untuk transaksi OPT
di pasar valuta asing selain transaksi pen-
empatan berjangka (term deposit) dalam
valuta asing sebagaimana dimaksud dalam
huruf a.

Pasal 24
Dalam rangka penyelesaian transaksi Oper-

asi Moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan

pendebetan rekening giro di Bank Indonesia dan/atau
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rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di
lembaga kustodian milik peserta Operasi Moneter.

Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian
transaksi Operasi Moneter diatur dalam Surat Edaran
Bank Indonesia.

BAB VII
PEMANTAUAN PASAR KEUANGAN
Pasal 26.

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi
Moneter, Bank Indonesia melakukan pemantauan
pasar keuangan.

(2) Pemantauan pasar keuangan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) antara lain mencakup peman-
tauan pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar
SBN.

(3) Pemantauan pasar keuangan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1) dilaksanakan melalui monitor-
ing transaksi secara iangsung atau secara tidak
langsung.

BAB VIl
SANKSI
Pasal 27
{1} Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (3) sehingga menyebabkan batalnya
transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat {5), dikenakan sank::;i berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol
koma nol satu persen) dari nilai transaksi Oper-
asi Moneter yang batal, paling sedikit sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak sebesar Rp100.000.00C,00
{seratus juta rupiah),
(2) Perhitungan sanksi kev(:ajiban membayar seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meng-
gunakan nilai transaksi pada saat first Iég, baik

23 ayat (4} sehingga menyebabkan batalnya tran-

saksi penempatan berjangka (term deposit) dalam

valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (B) huruf a, dikenakan sanksi berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. kewajiban membayar yang dihitung atas
dasar: :

1. suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku
pada tanggal penyelesaian transaksi dit-
ambah margin sebesar 200 {(dua ratus) ba- :
sis peint dikalikan nilai transaksi dikalikan |
1/360 (satu per tiga ratus enam puluh),
untuk penempatan berjangka {term depos-
it} dalam Dolar Amerika Serikat;

2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank
sentral atau otoritas moneter di negara
valuta yang bersangkutan (official rate)
yang berlaku pada tanggal penyelesaian
transaksi ditambah margin sebesar 200
(dua ratus) basis point dikalikan nilai tran-
saksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus
enam puluh), untuk penempatan berjangka
{term deposit) dalam valuta asing non-Dol-
ar Amerika Serikat.

(4) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dike-
nakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dan/atau ayat (3), peserta Operasi Moneter
juga dikenakan sanksi penghentian sémentara
untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter se-
lama 5 (lima) hari kerja berturutturut.

Sanksi berupa penghentian sementara seb-
agaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku
untuk transaksi repo lending facility peserta Op-
erasi Moneter yang berasal dari transaksi fasilitas
likuiditas intrahari yang tidak lunas sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan yang mengatur men-
genai fasilitas likuiditas intrahari.

Bank Indonesia dapat mengubah besaran margin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

untuk transaksi Operasi Moneter yang batal pada Pasal 28

saat first leg maupun second leg. (1) Peserta Operasl Moneter yang melakukan trans-
(3) Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi aksi OPT di pasar valuta asing selain penempatan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal berjangka (term deposit) dalam valuta asing yang
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tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 23 ayat (4}, wajib membayar
nilai transaksi yang bersangkutan pada hari kerja
berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6)
huruf b.

| (2) Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) juga dikenakan sanksi sebagai beri-
kut:

a. tegu}an tertulis; dan
b. kewajiban membayar yang dihitung atas
dasar:

1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang
berlaku pada tanggal penyelesaian tran-
saksi ditambah margin sebesar 200 (dua
ratus) basis point dikalikan nilai transaksi
dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam
puluh), untuk penyelesaian kewajiban pem-
bayaran dalam valuta asing Dolar Amerika
Serikat.

2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan
oleh bank sentral atau otoritas moneter
di negara valuta yang bersangkutan {of-
ficial rate) yang berlaku pada tanggal
penyelesaian transaksi ditambah margin
sebesar 200 (dua ratus) basis point di-
kalikan nilai transaksi dikalikan 1/360
(satu per tiga ratus enam puluh), untuk
penyelesaian kewajiban pembayaran

dalam valuta asing non-Dolar Amerika
Serikat; atau

3. ratatrata suku bunga kebijakan Bank Indo-
nesia yang berlaku ditambah margin sebe-
sar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point
dikalikan nilai transaksi dikalikan 1/380
(satu per tiga ratus enam puluh), untuk pe-
nyelesaian kewajiban pembayaran dalam
Rupiah.

. (3) Penyelesaian kewajiban pembayaran nilai tran-
saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di-
lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bank Indonesia mendebet rekening giro valuta
asing peserta Operasi Moneter di Bank In-
donesia untuk penyelesaian kewajiban pem-

bayaran dalam valuta asing Dolar Amerika
Serikat dan valuta asing nonDolar Amerika
Serikat.

b. Perhitungan penyelesaian kewajiban pem-
bayararr dalam valuta asing non-Dolar Amerika
Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
pada tanggal penyelesaian transaksi.

¢. Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupi-
ah peserta Operasi Moneter di Bank Indonesia
untuk penyelesaian kewajiban pembayaran
peserta Operasi Moneter dalam Rupiah.

{4) Bank Indonesia dapat mengubah besaran margin

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 29
Pemilik SBI yang merupakan peserta Operasi
Moneter yang melanggar ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan/atau pihak lain
yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat {3) dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma
nol satu persen) dari nilai transaksi SBl yang tidak
memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah}
dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00
{seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 30
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau pihak lain
yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat {3), dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma
nol satu persen) dari nilai transaksi SDBI yang tidak
memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit
sebesar Rp10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah)
dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00
{seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 31
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Bank Indonesia dapat mengenakan pem-
batasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Oper-

asi Moneter bagi peserta Operasi Moneter yang tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan yang mengatur mengenai -pengaturan dan
pengawasan moneter dan/atau ketentuan yang men-
gatur mengenai pengaturan dan pengawasan makro-
prudensial.

Pasal 32
l Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi dan perubahan besaran margin seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan Pasal
28 ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai
berlaku:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010
tanggal 2 Juli 2010 tentang Operasi Moneter

‘ (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun
2010 Nomor B4, Tambahan Lémbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5141); ‘

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012
tanggal 8 Juni 2012 tentang Perubahan atas Per-
aturan Bank Indonesia Nemor 12/11/PBI/2010
tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5321},

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/5/PBI/2013
tanggaf 27 Agustus 2013 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 5440): dan

d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/20/PBI/2015
tanggal 12 November 2015 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
12/11/PBI/2010Q tentang Operasi Moneter {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Repub-

lik Indonesia Nomor 5764),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 34

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku
pada tanggal 19 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia. :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016
GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 172

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/12/PBI/2016
TENTANG
OPERASI|I MONETER -

. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaima-
na telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un-
dang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pe-
rubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
» Undang-Undang, telah diatur secara jelas mandat
Bank Indonesia yaitu bahwa tujuan Bank Indone-
sia adalah menjaga dan memelihara kestabilan ni-
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lai Rupiah.

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud dan
menghadapi tantangan kondisi makroekonomi,
Bank Indonesia melaksanakan pengendalian mon-
eter dengan berdasarkan pada kebijakan moneter
yang terintegrasi dengan kebijakan makropruden-
sial serta kebijakan sistem pembayaran dan pen-
gelolaan uang Rupiah. ]

Pengendalian moneter dimaksud dilakukan
antara lain dengan pengelolaan moneter melalui
Operasi Moneter yang bersifat Absorpsi Likuidi-
tas dan/atau Injeksi Likuiditas. Pengelolaan mon-
eter tersebut dilakukan melalui OPT baik di pasar
uang maupun pasar valuta asing secara terinte-
grasi. Untuk mendukung pelaksanaan Operasi
Moneter, Bank Indonesia melakukan pemantauan
pasar keuangan antara lain melalui monitoring
transaksi di pasar uang, pasar valuta asing, dan
pasar SBN.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “stabilitas moneter”
adalah suatu kondisi dimana inflasi bergerak di
dalam kisaran sasarannya dan nilai tukar bergerak
stabil sejalan dengan kondisi fundamental per-
ekonomian.

Avyat {2} dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat {4)

Yang dimaksud dengan “nilai tukar fundamen-
tal” adalah nilai tukar yang mencerminkan kes-
eimbangan ekonomi eksternal dan ekonomi inter-
nal.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat {1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya”
adalah meliputi transaksi dalam rangka menjaga
stabilitas nilai tukar di pasar valuta asing.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI dan
SDBI” adalah penjualan SBI dan SDBI oleh Bank
Indonesia di pasar perdana.

Huruf b '

Yang dimaksud dengan “transaksi repurchase
agreement (repo)” adalah transaksi penjualan
surat berharga oleh peserta Operasi Moneter ke-
pada Bank Indonesia dengan kewajiban pembe-
lian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai
dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi reverse
repo” adalah transaksi pembelian surat berharga
oleh peserta Operasi Moneter dari Bank Indonesia
dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta
Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka
waktu vang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga”
adalah SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga lain
yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian
dan penjualan surat berharga secara outright”
adalah transaksi pembelian dan penjualan surat
berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga”
adaiah SBN dan surat berharga lain yang berkuali-
tas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan ber-
jangka (term deposit}” adalah penempatan dana
milik peserta Operasi Moneter secara berjangka
di Bank Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan ber-
jangka (term deposit}” adalah penempatan dana
milik peserta Operasi Moneter secara berjangka
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di Bank Indonesia
Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap Rupiah dilaku-
kan antara lain dalam bentuk spot, forward, dan

'swap.

Yang dimaksud dengan “spot” adalah trans-
aksi jual atau beli antara valuta asing terhadap
Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2
(dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Terma-
suk dalam pengertian transaksi spot adalah tran-
saksi dengan penyerahan valuta pada hari yang
sama (today) atau dengan penyerahan 1 (satu)
hari kerja setelah tanggal transaksi {tomorrow).
“forward” adalah
transaksi jual atau beli antara valuta asing terha-

Yang dimaksud dengan

dap Rupiah dengan penyerahan dana dilakukan
lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal trans-
aksi. ;

Yang dimaksud dengan “swap” adalah tran-
saksi pertukaran valuta asing terhadap Rupiah
melalui pembelian atau penjualan tunai (spot)
dengan penjualan atau pembelian kembali secara
berjangka (forward) yang dilakukan secara simul-
tan, dengan counterpart yang sama dan pada
tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada
tanggal transaksi dilakukan. Transaksi swap den-
gan metode lelang yang dilakukan antara Bank
dengan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai
penerusan {pass on) posisi transaksi derivatif
Bank dengan pihak terkait Bank.

Huruf g

Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah
hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja ter-
batas Bank !ndonesia.

Avyat (2)

Mekanisme lelang dilakukan dengan metode
lelang harga tetap (fixed rate tender) atau metode
Ielané harga beragam‘ (variablé rate tender).

Mekanisme nonlelang dilakukan secara bilat-
eral antara Bank Indonesia dengan peserta Op-
erasi Moneter.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud “transaksi swap jual valuta
asing terhadap Rupiah Bank Indonesia” adalah
transaksi beli valuta asing oleh Bank !Indonesia
‘melalui pembelian tunai (spot), dengan diikuti
transaksi penjualan kembali valuta asing oleh
Bank Indonesia secara berjangka (forward)

" yang dilakukan secara simultan dengan coun-

terpart yang sama pada tingkat harga yang
dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi
dilakukan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “posisi devisa neto”
adalah posisi devisa neto sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan yang mengatur mengenai posisi
devisa neto bank umum.

Avyat (2)

Contoh perhitungan pengurangan posisi de-
visa neto peserta Operasi Moneter yang dipen-
garuhi oleh penempatan berjangka {term deposit)
dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

dalam jula rupiah

| PON sebelum TD| TD TD Valas sebagai Maksimum PDN Sesudah
Valas Valas Pengurangan PDN TD Valas TD Valas
No | Modal*
Absolut | Rasio TD Vales | TD Valas < | Pengurangan | Absclut | Rasio
PDN PDN = PDN 8% Modal PDN PDN PDN
—
B b £ d L] f g h |

c=b/a d=h 3 £ 5% xm h=byg . i=h/a_

1| 200000 | 30.000 | 15% (36,000 | 30.000 . -10.000 10.000 20.000 10%

2 | 200.000 |30.000 | 15% 5 00¢ 5.000 10.000 $.000 25.000 [12,5%
| 3| 200,000 | 6.000 3% | 6,000 8 000 10,000 6.000 o i

]

Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur men-
genai pasisi devisa neto bank umum
Nilai maksimum TD Valas ;;angurang PDN (kolom g] adalah yang memenuhi syarat
TD Valas = PDN (kolom ¢} dan TD < 5% dari modal (kolom f)
Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas,
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “modal” adalah mod-
al sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang
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mengatur mengenai posisi devisa neto bank
umum.
Ayat (3)

Laporan harian posisi devisa neto secara ke-
seluruhan pada akhir hari kerja’' dengan memper-
hitungkan penempatan berjangka (term deposit)
dalam valuta asjng sebagai pengurang merupakan
tambahan dari kewajiban pelaporan posisi devisa
nete metalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
Avyat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Penggunaan surat berharga milik pihak lain
oleh Bank Indonesia dalam kegiatan QPT didasar-
kan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia
dan pemilik surat berharga.

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a

Penyediaan dana Rugiah {lending facility) di-
lakukan melalui mekanisme repurchase' agree-
ment (repo) surat berharga yaitu SBI, SDBI, SBN,
dan/atau surat berharga lain yang berkualitas
tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

Huruf b

Penempatan dana Rupiah (deposit facility) di-
lakukan tanpa penerbitan surat berharga.
Avyat {2)

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah
hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja ter-
batas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Mekanisme nbnlelang dalam Standing Facili-
ties dilakukan secara bilateral antara Bank Indo-
nesia dengan Bank.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14
Avyat {1}

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTA

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (scrip-
less)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI
dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI berupa
pencatatan elektronis.
Huruf d

SBI dapat dipindahtangankan melalui perda-
gangan di pasar sekunder antara lain secara out-
right, hibah, repurchase agreement (repo), atau
dijadikan agunan.
Ayat (2)
Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (scrip-
less}” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SDBI
dan bukti kepemilikan bagi pemegang SDBI beru-
pa pencatatan elektronis.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
SDBI dapat dipindahtangankan antar-Bank

melalui perdagangan di pasar sekunder antara
lain secara outright, hibah, repurchase agreement
(repo), atau dijadikan agunan.
Pasal 15
Avyat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.
Avyat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara
lain adalah SubRegistry.

Avyat (b)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Transaksi SBI dengan pihak lain antara lain
mencakup transaksi repurchase agreement

(repo), penjualan secara outright, pinjam memin-
jam, hibah, dan pengagunan.
Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)

Transaksi SDBI antara lain mencakup trans-
aksi jual/beli secara outright, pinjam meminjam,
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memberi/menerima hibah, repurchase agreement
{repo), atau memberikan agunan/menerima agu-
nan. |
Ayat {2} s/d Ayat (B)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

"Pelunasan SBI dan SDBI sebelum jatuh waktu
dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia berdasar-
kan pertimbangan terkait strategi pengelolaan
moneter.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara |

lain badan hukum nonbank dan badan lainnya.
Huruf b

Cukup jelas.
Ayat {2)

Yang dimaksud dengan “lembaga perantara”
antara lain pialang pasar uang Rupiah dan valuta
asing dan/atau perusahaan efek yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

Avat (3)

Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT
antara lain sebagai agent bank dan/atau dealer
utama (primary dealer).

Ayat (4} dan Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2}

Yang dimaksud dengan “membatalkan
penawaran transaksi” adalah Bank menarik
kembali penawa.ran transaksi yang telah diaju-
kan.

Avyat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1} s/d Ayat {3)

Cukup jelas.
Ayat (4}

Penyediaan dana di rekening giro Rupiah di
Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban peny-
elesaian transaksi dalam Rupiah. Penyelesaian
transaksi dalam valuta asing dilakukan dengan
melakukan transfer dana valuta asing ke rekening
Bank Indonesia di bank koresponden yang ditun- '
juk oleh Bank Indonesia.

Avyat (5) dan Ayat {6}

Cukup jelas.

Pasal 24 dan Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1} dan Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Monitoring transaksi secara langsung dilaku-
kan melalui interaksi dengan pelaku pasar.

Monitoring transaksi secara tidak langsung di-
lakukan melalui pemanfaatan berbagai informasi
dan data pasar yang tersedia dalam sistem yang
khusus dibangun untuk pemantauan atau dalam
media lainnya.

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Transaksi yang memiliki second leg antara
lain transaksi repurchase agreement (repo) dan
reverse repo.

Avyat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28 s/d Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
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